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. DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA

- .. BUPATI KEPALA" DAERAH TINGEAT II LUWU

Menimbang : a.
- - . +-< . .perkembangan: -Pembangunan - dan laju

Bahwa dengan semakin meningkatnya

pertumbuhan penduduk,sehingga perlu
adanya keseimbangan pelayanan Peme
rintah Daerah dalam hal penyediaan
sarana dan prasarana, khususnya me

-".ngenai - urusan Pemakaman -dan"Pengatu

rannya,

. "‘Bahwa urusan: Pemakaman vang merupsa

kan salah satu urusan Otonomi Dae
rah yang menjadi Tanggung Jjawab Pe
merintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Luwu sampai sekarang belum ada
Peraturan Daerah yang mengaturnya;

. Bahwa -untuk "melaksanakan maksud Kon

siderans huruf a dan b di atas,maka

dipandang :"perlu segera ditetapkan

suatu Peraturan Daerah tentang Pema

" kamsn ‘dalam Kabupaten Daerah Ting

kat II -Luwu.



Mengingat :

>

s I3

1.-Undang~Undang-Né6%:12-Brt.Tahun 1857
tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah (LN ,Tahun 1957 No.57, TLN No

-1288);----- e D

2. Undang Undang No.28 Tahun 1989 ten
- tang. Pembentukan-Daerah-Daerah Ting
kat II di Sulawesi ( LN. Tahun 1959

.- Noi:74,TEN .Nomor <1822);.: =& -

3. Undang -Undang No. 5 Tahun 1974 ten
-tang Pokok - Pokok Pemerintahan di
Daerah ( LN. Tahun 1974 No. 38 ‘TLN.

- “Nomor3037);

4. Peraturan Pemerintah No. § Tsahun

{-.1975 ‘tentang -Pefigurusan,Pertanggung
- Jawaban dan Pengawasan Keuangan Dae
rah (LN.Tahun 1975 Nomor 6); '

-.3. Peraturan--Menteri Dalam Negeri No.

84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peratu

-7 pan-Daerah-dan Pératuran Daerah :Pepr

ubahan.

Dengan Persetuauan Deuan~ Perwakllan Rakyat Daerah-

A Kabupaten Daerah Tlngkat ‘1T ‘Luwu 2

._-..‘.i ~~-HEHUTUSKAB 5

Menetaékan* PBRATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING = -

KAT II LUWU TENTANG - PEMAKAMAN DALAM

-KABUPATEN DAERAH~TINGKAT II LUWU.

BAB I*'.?
KE?ENTUAH UHUH‘ :
| Pasal l‘uj,;

. Dalam Peraturan Daerah ini yang ‘dimak -
. sud .dengan -i-: - 3
_a- Daerah adalah K&bupaten Daerah Ting

kat II Luwu; 7 --
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. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Deserah Tingkat II Luwu;

. Repala Daerah adalah Bupatl Kepala Daerah Ting

kat- II Luwu;
Kotif adalah kotsa Admlnlstratlf Palopo;

.- Pemerintah Kota adalah Pemerlntah Kota Adminis
-tratif Palopo;

Walikota adalahuwallkota Admlnlstratlf Palopo,
Dinas adalah Dlnas Pendapatan Daerah Tlngkat

. II Luwa; - 7
. Suku Dinas adalah Suku Dlnas Pendapatan Kotlp

Palopo; %

. -Makam adalah tempat dlkuburkannya Hayat/orang

meninggal Dunia ;

. Pemakaman adalah Proses Pelaksanaan Penguburan

mayat pada tempat yang -telah ditentukan;

. Jenazah adalah orang’ yang sudah tldak bernyawa
. (mayat); " .- :
S Makam-Umnum adalah tempat memakamkan mayat atau

jenazah untuk umum yang dikelola . oYeh Penerln
tah Daerah;
Makam Umum. khusus-adalah tempat .memakamkan ma

- yat atau- Jenazah untuk umum dlkelola -0leh ba

dan-badan Sosial atau Yayasan ;

. Makam khusus adalah tempat nemakamkan nayat

atau jenazah tertentu karena hal - hal - khusus
yvang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah;
Isin-adalah keluasan memskamkan mayat pada tem

‘pat pemakaman dan/atau mengelolsa tempat pemaka

man,

. Tanda'daftar/lapor adalah resi yang di berikan
- 0leh pengelola kepada  yang melaporkan tentang

adanya orang meninggal dunia:
BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN DAN
PENGELOLAANNYA .

Pasali2 -

(1) Lokasi Pemakaman dalam Daerah ditetapkan oleh

Kepala Daerah;
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Perluasan,’ pemindahan - serta penutupan Iokasi

_pemakaman dltetapkan oleh Kepala-Daerah

Pasal 3 N

Makam - umum dan wmakam ‘umum khusus bagi - yang

beragama Islam, Kristen, Hlndu dan Budhd'loka

_=551nya dlplsahkan,b-ﬁ

(2)

WNI keturunan A51ng balk yang beragama Islam,
Kristen: -Hindu maupun - ‘Budha:Fiks dikehendaki
lain maka lokasinya dapat dipisahkar ddrt ma

* 'kam umum ‘dan ‘maka®m khusus dengan persesuauan
»erpala Daerah i - : "

b

¢ ig

1 (2)

(1)

"'fl- . Pasal 4

Lokasi pemakaman vang telah ada sebeluom - ber
Iskunya-Peraturan - Daerah 1n1 harus dldaftar

‘padd Pemerintgh:Daersah; . : .:4

} Bagi lokasi-yang sudah-terdaftar “dlanggap te -

lah mendapat Lz;n pengelolaan ‘dan pernalaman

bmayat

Pasal '55}‘. -
Loka51 pemakaman yvarig- belum: - térdaftar:sampai
berlakunya Peratuifan Daserah:ini- harus dldaf
tar berdasarkan Peraturan Daerah 1n1,w
Pendaftaran dllakukan oleh Kepala Desa/Lurah~
vang bersangkiutani‘dalam: bukuiInduk-daftar: 1o
kasi pemakaman;

Easal 6

Setiap mayat yang akan’ dimakamkan pada lokasi -

pemakaman yang dimintekan izin harus didaftar

dalam buku register yang formatnya ditetapkan
oleh Kepala Daerah. :
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(2) Buku reglster dlnaksud ayat (1) pasal 1n1 ter
_ . .diri dari- TeRT

a. Buku Reglsfer mayat y&ng‘dimakamkan pada
makam umum;

b. Buku register mayat - vang dimakamkan pada
makam umum khusus; ;

* s¢. Buku: ‘register :maysat. Vang dlmakamkan pads
S makan khusus-- Al R

-
~ =

Pasal 5

Pengelola :lokasi . 'penakaman -diatur: ‘dengan Keputus
an Bupati. Kepala .Daerah : sesuai -dengan - Peraturan
Perundang-undangan- yang“benlaku:"’“ -

~BABrI£I:

P E a 1 z 1 n A N
) 7 Pasal s

(1)- Setiap. Jenazah "harus dimakemkan: ‘pada” tempat
<+ - Pemakaman umum, umum -khusus dan makam - ‘khusus
1- yang telah ditetapkan- oleh Kepals Daerah sete

lah “:mendapat Izin Kepals Daerah/kecuali akan
;;dlmakankan diluar: Daerah;"

(2) Surat: :Izin Pemakaman .. hanys depat- -diberikan
-,- @apabila‘ahli-" warisnya atau® ~kéluarganya ‘yang
lain- melaporkan: tentang adanya kematian deng
5.i an membawa:- ‘
a. Surat keterangan kemat1an<dar1='Desa/Ke1u
rahan
‘b, Blaya perlunasan Pemakaman s?r:'
(8) Bentuk warna dan Haterl Surat 121n ﬁltetapkan
oleh Kepala Daerah; ' :
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(4) Daftar Pemakaman khusus dibuat dalam buku Re
.8ister :khusus ;dan -dikirim oleh Kepala SDesa/
Lurah kekecamatan yang bersangkutan:tembusan
Bupati Kepala Daerah/dan Walikota untuk Wila

. vyah ;Kotip Palopo. 7= i AR

2=t : »: Passgl- 9

{1) Hakam yang terbengka}alfdan 'tidakﬁdirawat’se.
" telah jangka waktu 15 (limar-belas)~tahun loka
sinya dapat dlpergunakan kembali oleh Pemerin

tah Daerah; o

:(2) -Setiap -orang dapat menembok, memagar’ﬁengd%apl

.. -dan. menghiasi ‘makanm keluargauya.seterdh .menda

pat Izin pejabat ‘yang" berwen&ng'yang’ditunnuk
oleh Bupati Kepala Daerah. :

P_a;'s al--10

(1) Untuk memudahkan pengangkutan Jenazah Pemerin:
tah Daerah 'menyedigkan mdbil pengangkat Jena
zah yang penggunaannya dltetapkan oleh Kepala ™
Daerah; . -

(2).Selain-. mobil Jenazah yang disedia¥anioleh Pene
rintah. Daerah, :Instansi:::lain-atao:<Orgarisasi

JﬂSosial;dapatAmenyediakan;mobi}%pénhangkﬁt”Jena”-i

.-xzah_yang terlebih s dahulu harus: 'didaftsr dan
diberi tanda pengenail: oleh: Pemerintah: Daerah;

(3) Pemberian: tanda -  pengenal- oleh :Pgmerintah Dae
.. rah _kepada Hobil- pengangkut:Jenazah nililke Orga -
. :nisasi lain- atau ©Organisasi-Sosial: ~dikenakan
biaya Administrasi yang besarnya'”dltetﬁpkan

- 0leh Kepala:Daerahj=+ = or=ieo s IR

(4) Biaya Penggunaan-: nobil pengangkat Jenaéah:y&ng

bukan milik Pemerintah  Daerah dapat berpedoman

.. pada.tarif: mobii-~ pengangkut**ﬂenazah mllik Peme
rintsh Daerah. : R L S SR A
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(2)

(1)

(2)
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Pasal 11

Setiap Jenazah yang telah dimakamkan harus di
beri tanda di atas makamnya berupa Nisan atau
semacamnnya dengan Nomor urut yang sama atau
sesual dengan Nomor urut pada - buku Register
vang ada padsa Kepala Desa/Lurah Yang bersang
kutan;

Buku Reglster tersebut pada ayat(l} pasal ini

bentuk dan materlnya dltbtapkan "~ oleh Bupati
Kepalda Daerah +

Pasa1j12*'f
Pemakaman dilaksanakan™ antara jam 06.00 sam
pal dengan jam 18.00, kecusli menurut agama
dan kepercayaannya menentukan lain atau dalanm

keadaan darurat dengan - ketentuan® terlebih

dahulu disampaikan 7kepada pihak " “yang berwe

i ‘nang,

Setiap Pemakaman Jenazah disediaksn - tempat

‘maksimal panjang 2 (dua) meteéer, lebar 1,5 (sa

tu setengah) meter dan da]amnya 2 (dua) meter

BAB IV vt
BIAYA PEHARAMAN
Pasal‘la
Untuk Biaya Pemakaman WHI (Islam/Krlsten/Hin
" du/Budha):~ _ : :
‘a! Pemakaman orang Dewasa - =" " Rp. 2{500,—
b. Pemakaman anak-anak - "~ Rp. 1:0080,-
c. Izin menembok makam perorangan Rp.10.000, -
d. Izin memagar makam Rp. 7.500,-
e. Izin mengatap makam perorangan Rp. 7.500,-
f. "Izin memasang batu Kuri maskam -Rp. 5.000,-
g. Izin menghias makam ~ - < ERpL SO~
h. Papan Nomor makam perorangan- Rp. 1.000, -



il

i. Penggunaan mobil pengangkutan
Jenazah/Ambulance dalam Kota
persatu ret Rp. 5.000,
Jj. Penggunaan mobil Pengangkutan 2 =
Jenazah/Ambulande luar Kota . .
satu kilometer termasuk Biaya .

bahan' bakar kendaraan. - ~Rp. 1.000,-
(2) Untuk biaya Pemakaman WNA ]
a. Pemakaman Orang Dewasa . -Rp,ZD 0o0g, -
b. Pemakaman anak-anak. ] ‘Rp-.10.°000; =
¢. Izin menembok makam Perorangan Rp.30.000, -
d. Tiap tambahan satu meter (mak ~
simal 8 (tiga) meter. - Rp.35.000, -
e. Izin memagar makam ‘Rp.20.000,-
f. Izin mengatap makam perorangan’ Rp.Z0.000,—
- g. Izin memasang batu -Kuri BOT e w et
. lorandam s il 4t s eRp 200008,/ -
N slzin mengh1a51 Kuburan__gér - i " S
Vi orangan 3 - --Rp25.000, -
i. Tzinm memasang tanda/Pengenal ~Rp. 10000, -
j. Papan Nomor makam perorangan Rp. 5.000, -
K. Sewa Mobil Pengangkutan Jena -
- zah/Ambulance dalam Kota ° Rp 20 DUD‘*
1. Sewa mobll/Pengangkut Jenazah/ .
Ambulance Iuar Kots persatu ki
lometer termasuk - biaya bahan
bakar Kendaraan--—— SR Rp. 5.00Q,=

Pasal 14
Setlap pembayaran blaya penakaman diberikan buktl
penerimaan berupa karcis yang bentuk mateflnya di
tetapkan oleh Eepala Daersah:” i EpLE T
Jat - : © " Ppédsal 15

Ci5) Bagl keluarga yang tldak ﬁgnﬁq ‘dibebaskan
“- dari blaya Pemakaman; S

oy

o
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(2) Eetidak mampuan .- yang dimaksud dalam ayat (1)

Pasal ini harus disertai surat -keterangan

dari yang berwenang;

(3) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya Pema

kamannya diambi} alih Pemerintah Daerah.
BAB v
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemegang I?ln berkewaglban

(1) Mentaati segala 'ketentuan yang ditetapkan

(2)

dalam Peraturan Daersh ini; "

Melaporkan kepada yang berwenang apabila me
nyimpan Jenazah lebih dari 1 x 24 janm.

_;;i- ot o Pasal .12 -:

Penegang 121n dllarang

(1)
(2)
(3)

(1)

Henggall tenpat tempat Pemakaman yang tidak
sesuai dengan--Izinj-. . _ ..
Menggali makam dan memlndahkan Jenazah tanpa

ée;;;tapl makam dengan atap rumbla atau seje
nisnya. i :
BAB VI.:
PENCABUTAN IZIN -
- Pasal .18

Izin. Sebagalmana dlmaksud pada .pasal-5-dapat

* _dicabut: apabila pemegang  Izin  tidak mentaati

kewajiban dan larangan sebagaimana  .dimaksud
dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini;
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(2) Pencabutan®Izin sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini; maka pembayaran biaya- Pemskaman
vang sudah dilunasi dapat dikembalikan dengan
memnotong biaya administrasi sebesar 10 .

% 1. sBAB “WIT 2:ia
PENGAWASAN

Pagal 19

Pengawasan atas ketaatan terhadap pelanggaran ke
tentuan ketentuan dalam- Peraturan Daerah ini, di
tugaskan kepada Unit kerja Pemerintah Daerah se
suai Tata Kerja yang ada. :- . i

sk mi ot esBABRSYETT R anon U ¥
RETENTUAN PIDANA ~.. -~

‘Pasal -20 =

(1) Barang siapsa vang melanggar ketentuan pasal 8
ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini di
ancam Pidana RKurungan selams-lamanya 8 :(enam’)-
bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.50.

- 000, ~-(lima puluh-ribw rupiah);= = - S Era
(2) Tindak Pidana yang dimsksud ayat (1) -Pasal: ini
adalah pelanggaran. = - - ety

ik o o = BABse RN s
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal =21 @ -

Selain oleh Pejabat Penyidik.Umim,Penyidikan satas
tindak Pidana sebagaimans dimaksud pasal 16 Pers
turan Daerah ini,dilakukan: oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu
paten- Daerah Tingkat II Lown-yvang-pengangkatannya:
ditetapkan:wsesuai'dengantbPeraturaaneruﬂdanﬁ—un
dagan yang berlaku.: .= -z -3e:]  gp ne tle P h

Sl i R S
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Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan,para peja
bat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pasal 9 ‘Peraturan Daerah ini berwe
. nang

©oa. ‘Menefima laporan atau pengaduan darl sese

b.

c.

d

f.
g°

orang tentang adanya tindak’ Pldana,_:}
“Melakukan tindakan - ‘pertama . pada saat itu

_di .tempat keJadlan dan melakukan Qemerlksa

“any ot

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memerlksa Tanda Pengenal d1r1 tersangka;
Helakukan penyltaan .benda d: -&n ‘atai surat;
Merigambil - 31d1k Jarl dan- memotret ' sese
orang, =~~~ 7

‘Mengambil orang untuk didengar dan diperik
“sa sebagai tersangka dan atau saksi; :
‘Mendatangkan orang ahli yang diperlukan

. - dalam hubungannya dengan wpeneriksaan per

h.

i.

kara;

Mengadakan penghentlan penyldlkan setelah
mendapat. petunjuk dari penyidik .bahwa ti
dak terdapat cukup bukti gtau: peristiwa
tersebut bukan merupskan tindsk pidana dan
selanautnya -melalui Penyidik -memberitahuk
an hal tersebut kepada penuntut umum, ‘ter
sangka atau keluarganya,.q

Mengadakan tindakan . lain menurut hukum
vang dapat dlpertanggung Jawabkan

(2) Penyldlk Pégaﬁai Hegerl Slpll membuat Berlta
Acara setiap. tlndakan tentang
a. Pemeriksidan Perkara,' ‘

b.

.
d.
e.

f.

Pemasukan . rumah; , .

Penyitaan berida

Pemeriksaan Surat

Pemeriksasan saksi
Pemer1ksaan ditempat kejadian

(3) Berlta aéara dimaksud ayat (2) pasal ini diki
rim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik
POLRI : ,
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
- ‘Pdsal” .2

(1) Hal- hal .yang belunm dlatur dalam Peraturan Dae
rah-"ini .sepanjang “merigénsai pélaksanaannya
_. akan-diatur- lebih: lanaut dengan- Keputusan Ke
- .pala Dserahty "~
(2) ‘Peratursdn-Daerah’ ini mulal berlaku seaak tang
.. gal diundangkannya.
- Agar’ setlap orang dapat mengetahulnya memerin
‘-tahkan pengundangaﬁ Peraturan- Daerah ini.deng
“an penempatannya dalan Lembaran’ Daerah Kabupa
‘ten "‘Daerah Tingkat II LawaT —-

. Dltetapkan d1 P a’lopo
T Pada Tanggal “12; He1 1885

DEWAN PERHAKILRN RAKYAT * BUPATI'KEEALA DAERAH
DAERAH KAB.DATI II LUHU Cime )
, "'*‘K BT, U -4; A [“j - )
‘Cap/ttd B i Cap/ttd"
DRS &BD HAHID D T H H‘YUNUS BANDU =

.- = e e

':D1sahkan “oleh Gubernur Kepala Daersh ">
- ‘“Tingkat I-Sultawesi Selatar-derigdn Su" ;j

rat Keputusan No. 1221/XII/1995"tang“'“’
‘gal 28 Desember 188577,

.Diundangkan dalam Lembaran !:erah-Ka
““bupaten -Daerah “TingRdat *IT
Tahun 1996 Seri“Bv No"3‘tanggar"9“ Vo
Januari 1986.

P ‘“‘Dasu'fmm' <
iU. ' pRT: PEHBINA TK:I . §
' NIP: 580 009 480 -

- . = e -




